BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2025, perlu diubah dengan adanya
pembayaran kepada pihak ketiga, perbaikan
penganggaran, dan penyesuaian rincian objek belanja;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara danch



Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028); 6P



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor S5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ap



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan  Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan  Peraturan Kepala Daerah  tentang JP



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
Nomor 9);

25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) diubah sehingga menjadi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.087.214.374.489,00
(dua triliun delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat belas juta tiga
ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan
rupiah) yang bersumber dari:

a. PAD;
b. pendapatan dana transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. QP



2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, direncanakan sebesar Rp1.543.825.386.151,20 (satu triliun
lima ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta
tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh satu koma
dua puluh sen rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.245.819.978.213,00 (satu
triliun dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan
belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga
belas rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp298.005.407.938,20 (dua
ratus sembilan puluh delapan miliar lima juta empat ratus tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh delapan koma dua puluh sen rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar
Rp2.146.857.753.404,00 (dua triliun seratus empat puluh enam miliar
delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu
empat ratus empat rupiah) meliputi:

a. anggaran belanja operasional;

b. anggaran belanja modal;

c. anggaran belanja tidak terduga; dan
d. anggaran belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, direncanakan sebesar Rp1.428.502.229.819,00 (satu triliun
empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua juta dua ratus
dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)
meliputi:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial. aP



(2)

(3)

(4)

(5)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp745.321.992.089,00 (tujuh ratus empat
puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus
sembilan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, direncanakan sebesar Rp617.419.328.349,00 (enam ratus tujuh
belas miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh
delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp60.713.109.381,00 (enam puluh miliar
tujuh ratus tiga belas juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan
puluh satu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, direncanakan sebesar Rp5.047.800.000,00 (lima miliar empat
puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

4)

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b, direncanakan sebesar Rp362.432.676.585,00 (tiga ratus enam
puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh
puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal aset tetap lainnya;

oo TP

belanja modal aset lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp246.480.000,00 (dua ratus empat puluh
enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp63.541.202.912,00 (enam
puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua
ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp140.274.719.695,00
(seratus empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh
ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp157.930.023.453,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan
ratus tiga puluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga

rupiah). a}b



(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, direncanakan sebesar Rp399.450.525,00 (tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus
dua puluh lima rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, direncanakan sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta
delapan ratus ribu rupiah).

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu
Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025,
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur. ?b

STEWPEL PARAF KCORDINASI
BADAN KEUANGAH DAN ASET DAERAH

VARUPATEN g.f}'{{? I TIMUR Ditetapkan di Malili
TELAH DIFERIKSA |_PARAF pada tanggal 31 Januari 2025
SEKDA ST BUPATI LUWU TIMUR,
ASISTEN AN
KABAN A & ( —
KABID W BUDIMAN
| KASUBAG / KASUBID /A

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

-

o \
BAHRI SUL

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 5



SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

5.4.01.02.01 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 932.000.000,00 932.000.000,00 0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

5.4.01.02.01.0001 Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 932.000.000,00 932.000.000,00 0,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 324.292.847.000,00 324.292.847.000,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau

5.4.02.05 Kabupaten/Kota kepada Desa 324.292.847.000,00 324.292.847.000,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah

5.4.02.05.01 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 199.292.847.000,00 199.292.847.000,00 0,00

B.4.02:08,01.0003 | Delanjs Bantlan Keuangan Umum 199.292.847.000,00 199.292.847.000,00 0,00

e Kabupaten/Kota kepada Desa R Emm ’

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah

5.4.02.05.02 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus

5.4.02.05.02.0003 Kabupaten/Kota kepada Desa 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 0,00
Jumlah Belanja 2.116.435.299.315,00 2.146.857.753.404,00 30.422.454.089,00
Total Surplus/(Defisit) -59.643.378.915,00 -59.643.378.915,00 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 93.643.378.915,00 93.643.378.915,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

6.1.01 Sebelumnya 93.643.378.915,00 93.643.378.915,00 0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian

6.1.01.07 Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran 93.643.378.915,00 93.643.378.915,00 0,00
Pembiayaan
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian

6.1.01.07.01 Target Kinerja 93.643.378.915,00 93.643.378.915,00 0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian

6.1.01.07.01.0001 Target Kinerja 93.643.378.915,00 93.643.378.915,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 93.643.378.915,00 93.643.378.915,00 0,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha

6.2.02.02 Milik Daerah (BUMD) 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00

6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 34.000.000.000,00 34.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 59.643.378.915,00 59.643.378.915,00 0,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00

Berkenaan (SILPA)
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